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NOMOR82 TAHUN2019 TENTANGRENCANAKERJAPEMERINTAH

DAERAH(RKPD)KABUPATENTANAHLAUTTAHUN2020

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANAHLAUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun
2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran,
serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19),Instruksi Menteri Dalam Negeri omor 1
Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2023 tentang
Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendap tan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Pe anganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19, serta
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi R cangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pem angunan
Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan
Jangk aMenengah Daerah, Serta Tata Cara P rubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dactrah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu
mengubah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja

PERATURANBUPATITANAHLAUT
NOMOR 108 TAHUN2020



Mengingat

2

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seba aimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas P raturan
Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) K upaten
Tanah Laut Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II abalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah pndang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang P netapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, T bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 0);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembarari Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-u dangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara epublik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tah n 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-u dangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara epublik
Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara _iepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahu 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara ebuplik
Indonesia Nomor 5679);
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor292, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendali ,dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor5887);

7. Peraturan
Perangkat
Indonesia
Lembaran

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6402);

8. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor86 Tah n 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalik, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, senta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka lPanjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mfnengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerali (Berita
NegaraRepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Strategis Satuan KerjaPerangkat Daerah, Renca a Kerja
Pemerintah Daerah, dan Pelaksanaan Mus awarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupate-qTanah
Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupate Tanah
Laut Nomor9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Tanah Laut 2005-
2025 (LembaranDaerah Kabupaten Tanah Lau Tahun
2008 Nomor11);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupater Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor6, Tambahan Lembarart Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor25);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)Kabupaten Tanah Laut Tahur 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Lau Tahun
2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor33);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATITANAHLAUTNOMOR82 TAHVN2019
TENTANGRENCANAKERJAPEMERINTAHDAERA (RKPD)
KABUPATENTANAHLAUTTAHUN2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanhh Laut
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 N0flor 82)
diubah, sebagai berikut :
a. melakukan Penyesuaian Kembali untuk Program dan Kegiatan dalam

Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kabupate Tanah
Laut Tahun 2020;

b. perubahan RKPDdan Renja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menu jukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, melip ti:
1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritaa

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan
Daerah, rencana program, dan kegiatan RKPDberkenaan;

2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun apggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan I

3) adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang
mengakibatkan terjadi refocussing (penyesuaian anggaran).

c. perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun dengan
Sistematika sebagai berikut :
(1) Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar b lakang,

maksud dan tujuan, dan landasan hukum.



5

(2) Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II (TriwulanDua) tahun berkenaan.
(3) Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, berisi

arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan
Daerah. I

(4) Bab IVSasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, beri i tujuan
dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun
2020.

(5) Bab VRencana Kerjadan Pendanaan Daerah.
(6) Bab VIPenutup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu dangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal l8 if1u~{t(.) 'l-<>cz..o

H. DAHNIALKIFLI

BERITADAERAHKABUPATENTANAHLAUTTAHUN2020 NOMOR [bJ


